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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang 

sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang 

berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan 

yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga 

ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum 

pidana.1Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan 

roerientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, 

sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, 

kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.2 

 Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan satu dengan yang lain, 

karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Di dalam kehidupan terdapat norma-norma 

yang sangat berpengaruh di dalam menentukan perilaku anggota masyarakat tersebut. 

Norma-norma tersebut dibuat demi ketertiban dan keserasian di dalam kehidupan 

bersama, dan di antara norma-norma tersebut terdapat norma hukum. Menurut M.H. 

Tirtaamidjata, bahwa hukum adalah: 

                                                             
1 Saviera Chntyara, Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap 

Tindak Pidana Penganiayaan, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018, h.2. 
2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010, h.29. 
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“semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan 

dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar 

aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan 

kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.3 

 

 Dengan demikian, keberadaan norma hukum tersebut sudah menjadi bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena masyarakat menjadi tempat bagi 

dilahirkannya hukum yang bersangkutan. Sehingga dari terciptalah sebuah istilah di 

dalam bahasa latin, yakni ubi societas, ubi ius, yang artinya adalah “dimana ada 

masyarakat, disitu ada hukum”. Dan dalam mempelajari norma hukum tersebut, tidak 

boleh terlepas dari mempelajari tentang manusia dan tingkah lakunya di dalam 

masyarakat.  

 Ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum 

privat lebih mengatur kepentingan perorangan, sedangkan hukum publik mengatur 

kepentingan umum.Dalam hal ini, hukum pidana termasuk hukum publik, dan hukum 

pidana lebih mempelajari norma-norma atau aturan-aturan hukum pidana dan 

pidananya. Tujuan dari mempelajari hukum pidana tersebut salah satunya adalah agar 

para petugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat dan 

adil. Serta fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan 

menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya 

ketertiban umum. Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada 

dalam hukum pidana Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

                                                             
3  http://arengcilawu.blogspot.com/2013/01/selayang-pandang-hukum.html, Diakses Tanggal 29 

Oktober 2019. 

http://arengcilawu.blogspot.com/2013/01/selayang-pandang-hukum.html
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Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan 

tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana.4 

 Dalam hukum pidana berisi aturan-aturan tentang kehidupan masyarakat yang 

dibuat dari segi materiil, yaitu mengatur tentang hubungan hukum antara warganegara 

dan negara.Oleh karena itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan tindak pidana 

yang terjadi, diperlukan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yang akan 

menentukan siapa yang salah dan yang benar. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari hukum acara pidana 

adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, 

yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan 

mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, 

dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan 

apakah terbukti bahwa pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat 

dipersalahkan. 

 Untuk menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 

didakwakan kepada dirinya, maka diperlukan suatu pembuktian.Pembuktian adalah 

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 

                                                             
4 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.15. 
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dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 

terdakwa.5 

 Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral serta untuk 

mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam proses 

persidangan terdakwa dapat dikatakan telah melanggar hukum atau bersalah apabila 

dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah 

ditentukan dan dengan keyakinan hakim yang diperoleh atau ditimbulkan dari alat-

alatbukti yang sah menurut undang-undang. Jika didalam pembuktian, alat-alat bukti 

yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka 

terdakwa dibebaskan dari hukuman, tetapi jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan 

sesuai alat bukti, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhkan hukuman 

pidana. Untuk menentukan terdakwa benar bersalah, alatbukti yang diperlukan harus 

lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah menurut undang-

undang. Hal ini dapat dilihat di Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya.” 

 

 Dalam proses penyelesaian perkara pidana aparat penegak hukum haruslah 

berkewajiban untuk mengumpulkan bukti mengenai perkara pidana yang ditanganinya. 

Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

                                                             
5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 

2002, h.273 
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tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 

(1) yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, 

surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 

 Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari 

suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki 

dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk 

kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk 

kekerasan seperti penganiyaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari 

berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku 

masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat 

pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik 

secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang 

terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. 

 Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah 

termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan 

bahwa: 

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 

delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika 

perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidanapenjara 

paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 

kesehatan; dan (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

 

 Pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk 

membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya 
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memberikan kebenaran materil suatu perkara pidana. Pengaturan alat-alat bukti yang 

sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti 

yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan 

terdakwa.6 

 Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, 

kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan 

seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana 

tertuang dalam Visum Et Repertum yang dibuatnya mutlak diperlukan. Visum Et 

Repertum sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan 

penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. Visum Et Repertum 

dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukanya pada pemeriksaan barang 

bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuanya.7 

 Keterangan dari dokter tertuang secara tertulis dalam bentuk surat hasil 

pemeriksaan medis yang disebut Visum et Repertum. Sebagaimana dinyatakan dalam 

penjelasan Pasal 186 KUHAP. Visum et repertum juga dapat digolongkan sebagai alat 

bukti surat, karena sesuai fungsi dalam pembuktian yang menyatakan bahwa visum et 

repertum adalah laporan tertulis, yaitu sesuai dengan Pasal 187 KUHAP. 

                                                             
6 Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 
7 Soeparmono, Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Bandung: 

CV. Mandar Maju, 2016, h.75. 
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 Sehubungan dengan peran Visum et Repertum dalam mengungkapkan suatu 

perkara penganiayaan, oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan 

menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “Peranan Visum Et Repertum 

Sebagai Upaya Pembuktian Pada Tindak Pidana Penganiyaan (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Blora)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan 

masalah meliputi tiga hal berikut: 

1. Bagaimana aturan perundang-undangan terhadap peranan visum et repertum 

dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan? 

2. Bagaimana peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pelaksanaan 

peradilan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Blora? 

3. Apa hambatan-hambatan dan Solusinya yang terjadi dalam pembuktian berupa 

visum et repertum pada kasus tindak pidana penganiayaan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai 

berikut:  

1.  Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis aturan perundang-undangan 

terhadap peranan visum et repertum dalam upaya pembuktian tindak pidana 

penganiayaan; 
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2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis peranan visum et repertum 

sebagai alat bukti dalam pelaksanaan peradilan perkara penganiayaan di 

Pengadilan Negeri Blora; 

3.  Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan dan 

solusinya yang terjadi dalam pembuktian berupa visum et repertum pada kasus 

tindak pidana penganiayaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para 

pihak, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menjadi salah satu panduan dalam penggunaan visum et repertum 

terhadap tindak pidana penganiayaan; 

b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi kaum akdemisi penegak 

hukum; 

c. Diharapakan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, 

Khususnya tentang peranan visum et repertum dalam tindak pidana 

penganiayaan  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Instansi Penegak Hukum 
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Penelitian ini memberikan pemahaman terkait peran visum et repertum 

dalam tindak pidana penganiayaan. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada 

pemerintah tentang kinerja pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan 

para penegak hukum pada ruang lingkup Kabupaten Blora melalui 

Pengadilan Negeri Blora. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap 

penggunaan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan di 

Pengadilan Negeri Blora. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Visum et Repertum 

  Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran 

Forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum berasal dari bahasa 

Latin, bentuk tunggalnya adalah “visa”. Dipandang dari arti etimologi atau tata 

bahasa, kata “visum” atau “visa” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya 

penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, 

disetujui, dan disahkan, sedangkan “Repertum” berarti melapor yang artinya 
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apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara 

etimologi visum et repertum adalah apa yang dilihat dan diketemukan.8 

  Visum et repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. 

Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu 

Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu 

Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang 

menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik 

dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta 

kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, 

kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya 

dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran. 9 

  Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat 

terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang 

luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan 

diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang 

dikenal dengan istilah visum et repertum.10 

2. Pembuktian 

                                                             
8 H.M.Soedjatmiko, Ilmu Kedokteran Forensik, Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 

2001, h.1 
9 R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Edisi kedua Bandung: 

Tarsito 1983, h.10. 
10 Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik 

Kedokteran, jakarta: Djambatan, 2000, h.26. 
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 Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting 

dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan serta hal paling utama untuk dapat 

menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena 

itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan 

pembuktian tentang apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana 

tertuang dalam surat dakwaan. 

 Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 

oleh para pihak yang beperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan 

tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi 

pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk 

menjatuhkan keputusan.11  Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah 

kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk 

mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang 

didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.12 

 Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan guru 

besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa 

pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, 

diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.13 

                                                             
11 Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam 

Perkara Perdata (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1999, h.50. 
12 http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html, 

Diakses Tanggal  29 Oktober 2019. 
13 Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita), 1991, h.7. 

http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html
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 Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana adalah ketentuan 

yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan 

kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, 

semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan 

oleh undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri 

dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa 

mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah 

digariskan undang-undang.14 

3. Tindak Pidana 

 Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu strafbaar feit, 

namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi 

strafbaar feit. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti 

terhadap istilah strafbaar feit menurut persepsi dan sudut pandang mereka 

masing-masing. Strafbaar feit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang 

diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai 

dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, 

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.15 

                                                             
14 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP,. Pustaka Kartini, Jakarta, 

1985, h.252. 
15 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, h.69 
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 Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa 

strafbaar feit kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, 

pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan 

hukuman. Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah strafbaar feit sama 

dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukum pidana.16  Simons, merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarnya 

adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan 

sebagai tindakan yang dapat dihukum.17 

  Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman 

(sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan 

tersebut.18 

4. Penganiayaan  

  Dalam KUHP tidak ada Penjelasan mengenai definisi 

Penganiayaan.Secara umum tindak pidana terhadap tubuh disebut 

penganiayaan. Menurut ilmu pengetahuan, penganiayaan ialah dengan sengaja 

minimbulkan (leed) rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain. 19 

Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini 

                                                             
16 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta : PT. Eresco, 1981, h.12. 
17  D.Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse 

Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, h.72 
18 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rineka Cipta, cet.VI, 2000, h.54 
19 R Soesilo, KUHP serta komentar lengkap, (Bogor,Politea), h.245. 
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dutujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-

perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang 

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa 

pada tubuh dapat menimbulkan kematian. 

  Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu 

“perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian 

dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. 

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya 

yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang 

tidak member ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. 

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu 

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. 

Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah 

“sengaja merusak kesehatan orang”.20 

F. Kerangka Teori   

1. Teori Pembuktian Pidana 

  Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang 

mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang 

dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti 

                                                             
20 Ibid 
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tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu 

pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai 

berikut: 

a. Undang-undang; 

b. Doktrin atau ajaran; 

c. Yurisprudensi.21 

 Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai 

berikut: 

a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara 

positif (positive wetteljik bewijstheorie); 

b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja 

(conviction intime); 

c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas 

alasan yang logis (laconviction raisonnee); 

d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara 

negatif (negatief wettellijk bewijs theotrie). 

 Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem 

pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar 

ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut: 

                                                             
21 Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa 

dan Praktisi, Bandung: Mandar Maju, 2003, h.10. 
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a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wetteljik 

bewijstheorie). 

 Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar 

undang-undang secara positif (positif wettelijke bewijs theorie). ‚untuk 

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat 

hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. 

Kebenaran yang dicari pada sistem pembuktian ini adalah kebenaran 

formal (formele bewijtstheorie), oleh karena itu sistem pembuktian ini 

dipergunakan dalam hukum acara perdata. 22 

b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime). 

 Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses 

menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh 

penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-

macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut 

untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau 

mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang 

disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa. Sistem ini 

dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian memberikan 

kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. 

Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk 

                                                             
22 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, 

h.245. 
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melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem 

tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat 

mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan 

yang aneh.23 

c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (conviction 

raisonnee). 

 Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan 

seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian 

conviction intime memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa 

adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan 

pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu 

pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim 

haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan 

menjelaskan atas setiap alasan-alasan (vrije bewijstheorie) apa yang 

mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa. 24  Sistem 

atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim 

sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian 

berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction 

raisonee) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang 

                                                             
23  Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di 

Indonesia), Malang: Setara Press, 2014, h.171. 
24 Ibid, h.171 
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secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie). Persamaan dari kedua 

teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya 

terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa 

ia bersalah, sedangakan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak 

kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada 

suatu kesimpulan (conclusie) yang logis, yang tidak didasarkan kepada 

undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan 

hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan 

pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal 

tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif 

oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan 

hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu 

pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan 

dengan suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada 

ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.25 

d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief 

wettellijk bewijs theotrie). 

 Merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction 

raisonnee dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara 

positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya 

                                                             
25 Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, 2003, h.33. 
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seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada 

cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang. 26 Untuk Indonesia, wirjonoprojodikoro berpendapat bahwa 

sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya 

dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah 

selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa 

untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim 

terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan 

terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim 

dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang 

harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.27 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu 

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan 

pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.28 

                                                             
26 Tolib Effendi, Op.Cit, h.171. 
27 Moh. Taufik Makarao, Op.Cit, h.33. 
28  Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang 

Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59 
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Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang 

berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.29 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas 

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas 

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk 

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan 

                                                             
29 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h.158 
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secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau 

adil bukan sekedar hukum yang buruk.30 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.31 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi 

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut 

aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya 

kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan 

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat 

umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan 

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk 

kepastian.32 

                                                             
30 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah 

Hukum, Jakarta, 2009, h. 385. 
31 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, 

h.23 
32  Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko 

Gunung Agung, Jakarta, 2002, h.82-83 
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Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan 

dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau 

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, 

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. 

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum 

dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.33 

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 

1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, 

menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian atau 

kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang 

terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian 

memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan 

suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat 

perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka 

sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai 

kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. 

3. Teori Keadilan 

                                                             
33 Ibid, h.95. 
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  Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam 

mengutamakan “the search for justice”.34  Berbagai macam teori mengenai 

keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan 

kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan 

Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean 

ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, 

buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum 

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum 

hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.35 

  Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak 

persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak 

persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan 

manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami 

bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. 

Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai 

dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. 

  Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di 

akhir abad ke-20, John Rawls, seperti A Theory of justice, Politcal Liberalism, 

                                                             
34 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,  

2004, h 24 
35 L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 

1996, h 11 
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dan The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar 

terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.36 John Rawls yang dipandang sebagai 

perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan 

adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social 

institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat 

mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah 

memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.37 

  Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai 

prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya 

yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung 

ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya 

situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. 

Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara 

satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan 

kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi 

asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari 

oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan 

(equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). 

                                                             
36 Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , 

2009, h.139. 
37 Ibid, hal 140. 
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  Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John 

Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan 

keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin 

tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang 

keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring 

masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya 

disebut sebagai “Justice as fairness”. 38 Dalam pandangan John Rawls terhadap 

konsep “posisi asasli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, 

diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang 

bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan 

sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. 

  Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, 

berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil 

apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan 

sehingga dapat menemukan kebahagian di dalamnya. 39  Pandangan Hans 

Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu 

                                                             
38 John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam 

bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2006, h.  90. 
39 Hans Kelsen,“General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, 

Nusa Media, 2011, h. 9. 
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dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nialai 

umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan 

tiap individu. 

  Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai 

pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil 

yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, 

melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu 

dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang 

oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan 

yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi 

kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini 

dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan 

sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh 

sebab itu bersifat subjektif.40 

  Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan 

mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat 

manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut 

diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam 

beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang 

                                                             
40 Ibid, h. 11. 
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berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, 

karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.41 

  Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran 

positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga 

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum 

positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen: 

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari 

hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia 

ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. 

Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang 

yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapa itangkap 

melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.” 

 

  Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: 

pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-

cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat 

berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan 

suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut 

dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan 

dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai 

suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.42 

  Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar 

suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen 

                                                             
41 Ibid, h 14. 
42 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, h. 68 
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pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah 

“adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum 

adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada 

kasus lain yang serupa.43 Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan 

dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan 

hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law unbrella) bagi 

peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan 

peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat 

(materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.44 

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami 

obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah 

pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan 

yang dipahami. 45  Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada 

metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu 

masalah yang bersifat ilmiah. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

                                                             
43 Ibid, h.71. 
44 Lunis Suhrawardi K, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 50 
45 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakart a : UI Press, 1986, h.14. 
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Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode yuridis sosiologis (social legal research) untuk mengkaji 

dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis 

merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang 

berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu 

pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya 

yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau 

memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.46 

Dalam sosio legal research hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai 

keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang 

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai 

perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana 

termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.47  

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode 

deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

                                                             
46 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1990, h.34  

 47  Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana 

Universitas Airlangga, Surabaya,  2011, h. 1. 
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tampak atau sebagaimana adanya.48 Dengan menggunakan jenis penelitian ini, 

penulis bertujuan untuk menggambarkan,melukiskan dan memberikan data-

data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-

masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis. 

3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Blora, lokasi tersebut dipilih karena penulis ingin 

menganalisis peranan visum et repertum sebagai upaya pembuktian pada tindak 

pidana penganiayaan.  

4. Sumber Data 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: 

a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

                                                             
 48  Nawari Hadari, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 

1987, h .25. 
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c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari: 

a. Buku-buku; 

b. Rancangan Undang-Undang; 

c. Hasil penelitian ahli hukum; 

d. Tesis, Skripsi, Disertasi. 

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari: 

a. Kamus Hukum; 

b. Kamus besar bahasa Indonesia; 

c. Pedoman ejaan yang disempurnakan; 

d. Ensiklopedia. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau ekplorasi, dimana 

kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan 

wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk 

keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi 
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terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan 

terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan 

dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada 

lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Blora. 

b. Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang pernah 

memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan disertai 

bukti visum et repertum dan menemukan hukum terhadap peristiwa yang 

telah terbukti. Dalam hal ini penulis mengambil data sample berupa 

putusan dari Pengadilan Negeri Blora. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa 

kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi 

data yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif 

dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan 

konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari 

responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang 

jelas mengenai pokok permasalahanya.  
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, 

Tinjauan Umum Acara Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan, 

Tinjauan Umum Visum et Repertum, Tinjauan Umum Pembuktian, Penganiyaan 

Dalam Perspektif Hukum Islam. 

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: aturan perundang-

undangan terhadap peranan visum et repertum dalam upaya pembuktian tindak pidana 

penganiayaan, peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pelaksanaan 

peradilan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Blora, hambatan-hambatan dan 

solusinya yang terjadi dalam pembuktian berupa visum et repertum pada kasus tindak 

pidana penganiayaan. 

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran. 

 

 

 

 

 

 


